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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin 

berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 

b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-

kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang 

sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik 

atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu 

adalah sebagai berikut 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif - tidak dilambangkan ا

 - Bā B ب

 - Tā T ت

 Śā S s (dengan titik diatasnya) ث

 - Jīm J ج

 Hā H h (dengan titik di bawahnya) ح

 - Khā Kh خ

 - Dal D د

 Żal Z z (dengan titik di atasnya) ذ

 - Rā R ر 

 - Zai Z ز 

 - Sīn S س

 - Syīn Sy ش

 Şād Ş s (dengan titik di bawahnya) ص

 Dād D d (dengan titik di bawahnya) ض

 Ţā T t (dengan titik di bawahnya) ط

 Zā Z z (dengan titik di bawahnya) ظ

 Ain ‘ koma terbalik (di atas) ‘ ع

 - Gain G غ

 - Fā F ف
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 - Qāf Q ق

 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mīm M م

 - Nūn N ن

 - Wāwu W و

 - Hā H ه

 ′ Hamzah ء
apostrof, tetapi lambang ini 

tidak dipergunakan di awal kata 

 - Yā Y ي

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. 

Contoh:  أحمدية ditulis Ahmadiyyah 

C. Tā Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh:  

 ditulis jamā’ah جماعة

2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh:  كرامة الأولياء ditulis karāmatul-auliyā′ 

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u 

E. Vokal Panjang 

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing 

dengan tanda hubung ( - ) di atasnya. 

F. Vokal Rangkap 

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai 

Fathah + wāwu mati ditulis au 

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof ( ′ )  

Contoh:  أأنتم ditulis a′antum مؤنث ditulis mu′annaś 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- Contoh:  القرآن ditulis Al-Qura′ān 
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2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah 

yang mengikutinya. Contoh:  الشيعة ditulis asy-Syī‛ah 

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD 

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.  

Contoh:  شيخ الإسلام ditulis Syaikh al-Islām atau Syakhul-Islām 
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MOTTO 

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah 

berjanji bahwa:" Fa inna ma'al-'usri yusrā. Inna ma'al-'usri yusrā.”  

“setiap kesulitan pasti ada kemudahan"  

(QS. Al-Insyirah 94:5-6) 

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, Melainkan milik mereka yang senantiasa 

berusaha” 

(B.J Habibie) 

“ Hidup bukan tentang saling mendahului, Bermimpilah sendiri-sendiri” 

(Baskara Putra – Hindia) 
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ABSTRAK 

 

Muhammad Rizqi Ananda. 2026. Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 132/PUU-XXIII/2025 Tentang Tenggat Waktu Pemutusan Hubungan Kerja. 

Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam 

Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Nabella Maharani Novanta, M.H. 

 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengujian undang-undang memiliki 

kewenangan untuk menafsirkan norma undang-undang dalam rangka menjamin 

pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang mengatur 

tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) telah tiga kali 

menjadi objek pengujian konstitusional, terakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 132/PUU-XXIII/2025. Putusan ini menarik perhatian akademik karena 

mencerminkan ketegangan antara upaya perluasan perlindungan hak pekerja dan prinsip 

kepastian hukum yang menjadi fondasi sistem penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penafsiran hukum yang 

digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025 serta 

mengkaji implikasi hukum yang dihasilkan dari pilihan metodologis tersebut. Penelitian 

menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan 

dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan 

dianalisis secara komprehensif menggunakan kerangka teori penafsiran hukum, teori 

kepastian hukum Gustav Radbruch, serta konsep negative legislator Hans Kelsen. 

Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis 

secara sinergis dalam merekonstruksi makna dies a quo Pasal 82 UU PPHI, dari 

peristiwa penerimaan keputusan PHK menjadi tidak tercapainya kesepakatan mediasi 

atau konsiliasi. Meskipun pendekatan ini memperluas akses keadilan bagi pekerja 

sebagai pihak yang lebih lemah secara struktural, putusan tersebut juga menimbulkan 

implikasi problematis berupa pelemahan kepastian hukum, pergeseran fungsi 

Mahkamah dari negative legislator ke pembentuk norma implisit, munculnya sengketa 

prosedural baru, serta terbentuknya perverse incentive dalam proses mediasi. Penelitian 
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ini menyimpulkan bahwa penafsiran gramatikal merupakan metode yang lebih tepat 

secara metodologis karena menjaga kepastian hukum, memelihara prinsip pemisahan 

kekuasaan, dan mendorong reformasi persoalan implementasi melalui jalur legislasi 

yang memiliki legitimasi demokratis. 

 

Kata Kunci: Penafsiran hukum, Mahkamah Konstitusi, Pemutusan hubungan kerja, 

Dies a quo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 
 

ABSTRACT 

 

Muhammad Rizqi Ananda. 2026. Legal Interpretation of Constitutional Court 

Decision Number 132/PUU-XXIII/2025 Concerning the Time Limit for Termination of 

Employment. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of 

Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Nabella Maharani Novanta, M.H. 

 

The Constitutional Court, as the institution authorized to conduct judicial review of 

legislation, holds the power to interpret statutory norms in order to guarantee the 

fulfillment of citizens' constitutional rights. Article 82 of Law Number 2 of 2004 on 

Industrial Relations Dispute Settlement (UU PPHI), which governs the limitation period 

for filing employment termination (PHK) claims, has been subjected to constitutional 

review on three occasions, most recently through Constitutional Court Decision Number 

132/PUU-XXIII/2025. This decision attracted significant academic interest as it reflects 

the tension between expanding worker rights protection and the principle of legal 

certainty, which serves as a cornerstone of the industrial relations dispute resolution 

system. 

This study aims to analyze the legal interpretation methods employed by the 

Constitutional Court in Decision Number 132/PUU-XXIII/2025 and to examine the 

legal implications arising from those methodological choices. The research adopts a 

normative legal research design with a statutory approach and a conceptual approach. 

Legal materials were gathered through library research and analyzed comprehensively 

using the theoretical framework of legal interpretation, Gustav Radbruch's legal 

certainty theory, and Hans Kelsen's concept of the negative legislator. 

The findings reveal that the Constitutional Court applied systematic interpretation 

and teleological interpretation in a synergistic manner to reconstruct the meaning of the 

dies a quo of Article 82 UU PPHI, shifting it from the moment of receiving the PHK 

decision to the failure to reach agreement in mediation or conciliation. While this 

approach broadens access to justice for workers as the structurally weaker party, the 

decision also generates problematic legal implications, including a weakening of legal 

certainty, a shift in the Court's function from negative legislator to implicit norm-maker, 

the emergence of new procedural disputes, and the creation of perverse incentives within 

the mediation process. This study concludes that grammatical interpretation represents 

the more methodologically sound approach, as it preserves legal certainty, maintains 

the principle of separation of powers, and channels implementation concerns toward 

legislative reform with full democratic legitimacy. 

 

Keywords: legal interpretation, Constitutional Court, employment termination, dies a 

quo 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memegang 

peranan penting dalam menjaga kemurnian nilai-nilai konstitusi agar tetap teresap 

pada jiwa undang-undang dibawahnya, salah satu mekanisme untuk memastikan 

kemurnin nilai konstitusi, maka MK memiliki wewenang khusus yakni melakukan 

judicial review atau pengujian perundangan-undangan atas UUD 1945..1 Dalam 

proses ini, putusan yang dihasilkan akan bersifat final mengikat tidak dapat 

diganggu gugat atau dibatalkan oleh lembaga manapun, kewenangan ini yang 

membuat MK menjadi lembaga istimewa yang berfungsi menjaga hukum tertinggi 

secara eksklusif, tujuannya adalah agar marwah konstitusi tetap terjaga dan dapat 

menciptakan stabilitas nasional dalam pemerintahan. 2 Implikasi ini menjadi 

penting jika dihadapkan dengan persoalan hak-hak warga negara yang bersifat 

fundamental, contohnya terkait persoalan Pemutusan Hubungan Kerja yang 

merupakan isu krusial karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup 

dan perlindungan hak pekerja. Kepastian hukum bagi pekerja dalam 

memperjuangkan haknya merupakan bagian dari perlindungan konstitusional 

yang harus dijamin oleh negara.  

Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi isu yang seringkali 

muncul di permukaan dan menarik perhatian masyarakat luas, karena implikasinya 

yang dapat membuat seseorang kehilangan pekerjaan dan menghambat 

kehidupannya. Tindak lanjut PHK sebetulnya telah diatur dalam Undang-Undang 

Perselisihan Hubungan Industri (PPHI) untuk dapat diajukan gugatan atau banding 

sepanjang masih memenuhi syarat ke Pengadilan Hubungan Industri. Ketentuan 

ini menjadi logis dan progresif sebagai perwujudan hak warga negara sepanjang 

pasal 28 terutama 28D dan 28H yang menegaskan setiap orang memiliki hak dan 

 
1 Lia Nurhasanah, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan 

Calon Tunggal Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Hukum Dan HAM 2, no. 2 (2023): 79. 
2 Rio Ardiansyah, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/Tahun 2024 

Tentang Desai Surat Suara Ditinjau Dari Perspektif Maslahah Mursalah” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2025). 



 

2 
 

kesamaan di hadapan hukum. UU PPHI terutama pasal 82 tidak saja mencatat teks 

prosedural, namun diharapkan dapat memberikan payung hukum keadilan dan 

kebermanfaatan terhadap para pekerja. 

Sejak disahkan, gugatan atas PHK perusahaan pada pasal 82 UUPHI 

kerapkali diuji materiilkan kepada Mahkamah Konstitusi. Contohnya, pada 

perkara Nomor 61/PUU-VIII/2010 yang dikabulkan pada 14 November 2011. 

Pengujian kedua dilakukan dalam Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023 terhadap 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dikabulkan pada 29 Februari 2024. Setiap putusan 

tersebut menunjukkan upaya MK dalam menyeimbangkan norma undang-undang 

dengan prinsip hak konstitusional pekerja, sekaligus memperlihatkan sensitivitas 

Pasal 82 sebagai norma yang berkaitan erat dengan perlindungan hak fundamental 

pekerja. 

Konflik muncul  ketika pada Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025, 

Mahkamah menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis terhadap Pasal 82. 

Artinya, mahkamah menempatkan pasal 82 tidak sebagai norma mandiri, 

melainkan dikaitkan dengan norma-norma lainnya terkait hubungan industrial, 

termasuk tahapan perundingan bipartit dan mekanisme nonlitigasi lainnya, serta 

orientasi perlindungan hak pekerja sebagai pihak yang dianggap lebih lemah 

dalam perusahaan. Melalui pendekatan ini, jangka waktu pengajuan gugatan PHK 

tidak lagi dimaknai secara formal dan kaku sejak terjadinya PHK, tetapi dipahami 

sebagai bagian dari rangkaian proses penyelesaian sengketa, sehingga batas waktu 

pengajuan gugatan menjadi bergantung pada konteks penyelesaian perselisihan 

yang ditempuh. 

Di sisi lain, penafsiran teleologis dilakukan dengan menitikberatkan pada 

tujuan pengaturan Pasal 82, yaitu memberikan perlindungan hukum yang efektif 

dan menjamin akses keadilan bagi pekerja. Akibatnya, ketentuan mengenai 

tenggat waktu tidak diposisikan semata-mata sebagai pembatas hak, melainkan 

sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif. Meskipun alasan 

permohonan pengujian berbeda, penerapan interpretasi substantif ini 

menyebabkan makna Pasal 82 berubah-ubah, meskipun norma tersebut telah 

berulang kali diuji. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran atas pastinya norma a 
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quo, sehingga dalam praktik pekerja tidak memperoleh kepastian mengenai jangka 

waktu pengajuan gugatan PHK, sementara pengusaha menghadapi ketidakjelasan 

berakhirnya kewajiban hukum. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 dan penafsirannnya yang mencerminkan 

dinamika penting dalam praktik penafsiran hukum yang berimplikasi langsung 

terhadap prinsip kepastian hukum dalam perlindungan hak pekerja. Putusan ini 

tidak saja menegaskan peran MK sebagai the guardian of constitution, tetapi juga 

memperlihatkan bagaimana penggunaan penafsiran sistematis dan teleologis 

terhadap norma yang sama yang sebelumnya telah beberapa kali diuji dapat 

menghasilkan makna hukum yang berbeda. Kondisi tersebut menimbulkan 

ketegangan antara tujuan keadilan substantif dan asas finalitas serta kekuatan 

mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus memunculkan pertanyaan 

mendasar mengenai konsistensi Mahkamah terhadap fungsinya sebagai negative 

legislator, yaitu lembaga yang semestinya hanya berwenang membatalkan 

keberlakuan suatu norma, bukan menciptakan norma baru yang menjadi 

kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. Di satu sisi, putusan ini 

berupaya memperluas perlindungan hak konstitusional pekerja sebagai pihak yang 

lemah secara struktural, namun di sisi lain berpotensi menciptakan ketidakpastian 

hukum dalam praktik penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sekaligus 

mengaburkan batas antara aktivitas menafsirkan dan aktivitas membentuk hukum 

yang idealnya dipegang teguh oleh Mahkamah sebagai negative legislator. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi 

dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025 terkait tenggat waktu 

pemutusan hubungan kerja? 

2. Bagaimana implikasi dari penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam 

putusan Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi 

dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025 terkait tenggat waktu 

pemutusan hubungan kerja. 

2. Menganalisis implikasi dari penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam 

putusan Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025 terhadap kepastian hukum dan 

finalitas Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur akademis terhadap 

dinamisme ilmu hukum terutama hukum tata negara dalam kajian penafsiran 

Mahkamah Konstitusi, eksistensi Mahkamah Konstitusi dan implikasi 

hukumnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dapat memperluas literatur dan kacamata hukum 

terkait Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan membantu mahasiswa hukum 

tata negara maupun hukum pada umumnya untuk memahami bagaimana 

penafsiran hukum mempengaruhi putusan hakim, sehingga memperkaya 

literatur akademik yang dapat dijadikan acuan dalam studi maupun 

penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas dengan 

memberikan pemahaman mengenai implikasi putusan MK. Sehingga, 

masyarakat dapat lebih memahami batasan serta mekanisme pengujian 

undang-undang, sehingga menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih 

baik terkait dengan perlindungan hak warga negara. 
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E. Kerangka Teoritik 

Karena berfokus mengkaji penafsiran putusan MK, penelitian ini 

menggunakan teori utama yakni Penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah 

metode penting untuk mengetahui arti dari sebuah norma hukum, hal ini 

dikarenakan putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa saja berbeda reasoning 

logicalnya, maka dipandanglah perlu agar tujuan dibentuknya norma hukum dapat 

diterapkan tanpa ada pembelokan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa 

penafsiran norma tidak hanya  sekadar membaca atau menerapkan teks hukum 

secara literal, melainkan proses menerjemahkan norma agar dapat diterima oleh 

masyarakat secara nyata.3 Hal ini dapat diartikan bahwa penafsiran hukum adalah 

jembatan untuk menghubungkan antara norma hukum yang ideal abstrak dengan 

kondisi sosial yang realis konkret, hukum tidak hanya dibentuk sebagai bacaan 

saja namun benar-benar dapat dipahami, diterima, diaplikasikan, dan dapat 

menyelesaikan semua problematika untuk menjamin kepastian, keadilan, dan 

kebermanfaatan hukum.4 

Penafsiran hukum dapat dilakukan melalui beberapa metode dengan 

fungsinya masing-masing, yakni5: 

1. Penafsiran gramatikal menekankan pada pemaknaan norma hukum sesuai 

aturan atau kaidah bahasa, hal ini berfungsi meminimalisir kesalahan dalam 

memahami teks hukum secara literal.  

2. Penafsiran historis menelaah latar belakang sejarah dari setiap norma hukum, 

termasuk mensrea dari pembuat undang-undang, sehingga membantu 

menafsirkan norma hukum sesuai konteks pembentukannya.  

3. Penafsiran sistematis menempatkan suatu norma sebagai bagian dari 

keseluruhan norma yang perlu ditafsirkan secara komprehensif, tidak 

 
3 Batubara Rajali, “Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia,” El-Sirry: 

Jurnal Hukum Islam Dan Sosial 2, no. 1 (2024): 73–74. 
4 Wulan Novianti Junaidi and Yunas Derta Luluardi, “Penafsiran Hukum Futuristik Pada Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023,” Manabia: Journal of Constitutional Law 4, no. 

2 (2024): 304. 
5 Agus Priono, Widodo T. Novianto, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Penerapan Teori 

Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan 

Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik),” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 5, 

no. 2 (2017): 127. 
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sepotong sepotong, sehingga pemaknaannya akan  harmonis dengan norma-

norma lain yang relevan.  

4. Penafsiran sosiologis atau teleologis menekankan pada tujuan dan manfaat 

peraturan bagi masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan sosial, nilai-

nilai kemasyarakatan, dan kepentingan umum. 

5. Penafsiran ekstensif digunakan untuk memberikan makna yang lebih luas dari 

interpretasi gramatikal, terutama ketika teks hukum terasa terbatas, ambigu, 

atau tidak mencakup seluruh kemungkinan yang muncul di masyarakat.  

6. Penafsiran otentik atau resmi membatasi hakim untuk menafsirkan undang-

undang hanya sesuai pengertian resmi yang telah ditetapkan dalam peraturan 

itu sendiri, sehingga menjaga konsistensi dan otoritas norma hukum. 

Dengan berbagai metode penafsiran ini, hakim dan praktisi hukum memiliki 

alat untuk memahami hukum secara mendalam, menyesuaikan penerapannya 

dengan dinamika sosial, serta memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara 

adil, konsisten, dan relevan. Penafsiran hukum, oleh karena itu, tidak hanya 

sekadar teknik akademis, melainkan sebagai sarana mewujudkan kepastian, 

keadilan hukum dan memastikan hadirnya dapat bermanfaat. 

F. Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa terdapat peneliti-peneliti lain 

yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yang bersumber dari berbagai 

sumber seperti skripsi dan jurnaldengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian 

relevan terhadap penelitian ini: 

Tabel 1.1 

Penelitian Yang Relevan 

No Judul Metode dan Hasil Persamaan dan Perbedaan 

1. Disharmonisasi Asas 

Hukum Dalam  

Penemuan Dan 

Penafsiran Konstitusi 

Oleh  

Penelitian ini 

menggunakan metode 

penelitian hukum normatif 

dengan menempatkan 

hukum sebagai sistem 

Persamaan: 

Memiliki fokus pembahasan 

yang sama  mengenai 

penafsiran hukum oleh 
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Mahkamah Konstitusi 

(Analisis Putusan MK 

Nomor 90/PUU 

-XXI/2023).6 

 

norma yang dianalisis 

melalui kajian terhadap 

peraturan perundang-

undangan, putusan 

Mahkamah Konstitusi, 

serta sumber hukum lain 

yang relevan. Penelitian 

dilakukan melalui studi 

kepustakaan dengan 

memanfaatkan bahan 

hukum primer dan bahan 

hukum sekunder sebagai 

dasar analisis. Temuan 

penelitian menunjukkan 

bahwa potensi 

ketidaksinkronan antar 

asas hukum dalam praktik 

pengujian undang-undang 

menuntut adanya peran 

aktif hakim konstitusi 

dalam melakukan 

penafsiran hukum. Dalam 

Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 

90/PUU-XXI/2023, 

ditemukan adanya 

perbedaan argumentasi 

hukum di antara para 

hakim Mahkamah 

Konstitusi. 

 

Perbedaan: 

Penelitian peneliti 

melakukan analisis 

mendalam terhadap putusan 

Putusan Nomor 132/PUU-

XXIII/2025, bukan terhadap 

Putusan MK Nomor 90/PUU 

-XXI/2023. 

 
6 Garnetta Liya Widyanti, Nur Lailatul Musyafa’ah, and Sfaruddin Harefa, “Disharmonisasi Asas 

Hukum Dalam Penemuan Dan Penfasiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan MK 

Nomor 90/PUU-XXI/2023),” Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 9, no. 2 (2025): 1. 
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hakim konstitusi yang tidak 

sepenuhnya sejalan dengan 

rumusan amar putusan. 

Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa 

dissenting opinion 

memiliki fungsi penting 

sebagai sarana 

penyampaian perbedaan 

pandangan hukum, 

sekaligus mencerminkan 

independensi, kebebasan, 

dan sikap imparsial hakim 

dalam menjalankan 

kewenangannya. 

Berdasarkan temuan 

tersebut, penelitian ini 

menegaskan bahwa 

keberadaan dissenting 

opinion tidak dapat 

dipandang sebagai 

kelemahan putusan 

Mahkamah Konstitusi, 

melainkan sebagai bagian 

dari mekanisme checks and 

balances internal dalam 

proses pengambilan 

putusan. Oleh karena itu, 

untuk menjaga integritas 

dan kredibilitas Mahkamah 

Konstitusi, diperlukan 
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penguatan prinsip 

transparansi, khususnya 

dalam proses pemilihan 

dan penugasan hakim 

konstitusi dalam 

menangani perkara 

tertentu, guna 

meminimalkan potensi 

konflik kepentingan. 

 

2. Interpretasi Hukum 

Terhadap UUPA Pasal 

8 Ayat (2) Hal 

Pembentukan Undang-

Undang 

Oleh DPR-RI Dengan 

Pertimbangan DPRA 

(Analisa Terhadap 

Putusan Hakim 

Mahkamah Konstitusi 

Nomor 61/PUXV/2017 

dan 66/PU-XV/2017)7 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

penelitian yuridis normatif 

yang bertumpu pada studi 

kepustakaan sebagai 

sumber utama analisis. 

Pendekatan ini difokuskan 

pada pengkajian norma 

hukum tertulis, baik yang 

bersumber dari undang-

undang maupun peraturan 

pelaksanaannya. Peraturan 

Presiden Nomor 75 Tahun 

2008 pada dasarnya 

memberikan penjelasan 

mengenai maksud dan 

ruang lingkup pengaturan 

Pasal 8 ayat (2) Undang-

Persamaan: 

Melakukan kajian terhadap 

Interpretasi Hakim 

(Penafsiran Hukum) yang 

digunakan oleh hakim 

Mahkamah Konstitusi 

 

Perbedaan: 

Peneliti mengkaji putusan 

Mahkamah Konstitusi 

Nomor 132/PUU-

XXIII/2025 sedangkan 

penelitian terdahulu Putusan 

Mahkamah Konstitusi 

Nomor 61/PUXV/2017 dan 

66/PU-XV/2017. 

 
7 Fitri Hidayati, “Interpretasi Hukum Terhadap UUPA Pasal 8 Ayat (2) Hal Pembentukan Undang-

Undang Oleh DPR-RI Dengan Pertimbangan DPRA (Analisa Terhadap Putusan Hakim Mahkamah 

Konstitusi Nomor 61/PUXV/2017 Dan 66/PU-XV/2017)” (UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019). 
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Undang Pemerintahan 

Aceh. Namun demikian, 

baik Undang-Undang 

Pemerintahan Aceh 

maupun Peraturan Presiden 

tersebut tidak secara tegas 

merumuskan akibat hukum 

apabila ketentuan dalam 

pasal tersebut dilanggar. 

Kekosongan pengaturan 

mengenai konsekuensi 

yuridis ini berimplikasi 

pada tetap berlakunya 

norma yang ada, meskipun 

dalam praktik Pemerintah 

Pusat tidak sepenuhnya 

mematuhi ketentuan 

tersebut. Dengan demikian, 

norma tersebut tetap 

mengikat secara umum 

sepanjang belum ada 

pembatalan atau pengujian 

konstitusional. Dalam hal 

ini, Pemerintah Aceh dapat 

menempuh proses hukum 

berupa pengujian undang-

undang.. Hal ini tercermin 

dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 

66/PUU-XV/2017, di mana 

Mahkamah menerapkan 
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pendekatan penafsiran 

historis, sosiologis, dan 

teleologis untuk 

menafsirkan norma 

Undang-Undang 

Pemerintahan Aceh secara 

komprehensif. 

3. Penafsiran Hukum 

Mahkamah Konstitusi 

Terhadap Ketiadaan 

Pengaturan Penghentian 

Penyelidikan Dalam 

Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana.8 

Metode yang digunakan 

pada penelitian ini yakni 

menggunakan jenis 

penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan 

perundang-undangan, 

konseptual, dan kasus, 

yang dianalisis secara 

kualitatif. Hasil penelitian 

ini menyimpulkan bahwa 

Putusan Nomor 

53/PUUXIX/2021 dan 

Putusan Nomor 4/PUU-

XX/2022 merupakan 

perkara yang 

masingmasing menguji 

secara materiil norma Pasal 

77 Huruf a dan Pasal 5 ayat 

(1) huruf a KUHAP yang 

keduanya ditolak 

seluruhnya oleh Hakim; 

Persamaan: 

Penelitian peneliti juga 

mengkaji terkait dengan 

penafsiran hukum oleh 

Mahkamah Konstitusi. 

 

Perbedaan: 

Penelitian terdahulu 

mengkaji terkait dengan 

Ketiadaan Pengaturan 

Penghentian Penyelidikan 

Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara 

Pidana. Sedangkan 

penelitian peneliti lebih 

fokus terhadap penggunaan 

penafsiran hukum hakim 

Mahkamah Konstitusi pada 

putusan Nomor 132/PUU-

XXIII/2025. 

 
8 Rivo Alfajri Syah Virdan, “Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketiadaan 

Pengaturan Penghentian Penyelidikan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” Jurnal Kliendi 

Law 1, no. 1 (2024): 1. 
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dan Hakim dalam Putusan 

Nomor 53 /PUU-XIX/2021 

dan Putusan Nomor 

4/PUU-XX/2022 diketahui 

menggunakan 3 (tiga) teori 

yaitu penafsiran hukum, 

penafsiran hukum 

teleologis, dan penafsiran 

hukum tematik-sistematis 

holistik, yang menentukan 

tidak diaturnya 

penghentian penyelidikan 

sejatinya telah sesuai 

dengan nilai keadilan dan 

kepastian hukum. 

4. Menelusuri Jejak 

Sejarah: Penafsiran 

Historis Terhadap 

Hukum Acara 

Mahkamah Konstitusi 

Melalui Sosialisasi 

Virtual.9 

Metode yang digunakan, 

seperti presentasi virtual, 

diskusi interaktif, dan 

analisis studi kasus. Hasil 

penelitian menunjukkan 

bahwa sosialisasi virtual 

mengenai penafsiran 

historis hukum acara di 

Mahkamah Konstitusi 

efektif dalam 

meningkatkan pemahaman 

peserta. Metode yang 

digunakan mampu 

Persamaan: 

Mengkaji terkait dengan 

penafsiran Hukum. 

 

Perbedaan: 

Peneliti tidak hanya fokus 

pada penafsiran hukum 

Historis namun juga dengan 

penafsiran hukum lainnya 

seperti gramatikal, 

sistematis dan teleologis. 

 
9 Reniarti Asma Inayah et al., “Menelusuri Jejak Sejarah: Penafsiran Historis Terhadap Hukum 

Acara Mahkamah Konstitusi Melalui Sosialisasi Virtual,” VETERAN SOCIETY JOURNAL 5, no. 2 (2024): 

216–44, https://doi.org/10.33005/vsj.v5i2.113. 
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menjelaskan evolusi 

hukum acara dan 

dampaknya terhadap 

pengambilan keputusan 

MK, keadilan prosedural, 

serta kepastian hukum. 

Selain itu, format virtual 

memungkinkan partisipasi 

lebih luas dan aksesibilitas 

yang lebih baik, sehingga 

masyarakat, akademisi, 

dan praktisi hukum dapat 

memahami proses 

penafsiran hukum secara 

lebih mendalam dan 

meningkatkan kepercayaan 

terhadap legitimasi putusan 

MK. 

5. Analisis Metode 

Penafsiran Mahkamah 

Konstitusi dalam 

Perumusan Putusan 

Nomor 

91/PUUXVIII/2020 

terkait Pengujian Formil 

Undang-Undang  

Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja.10 

. Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa 

Mahkamah Konstitusi 

dalam Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 

menggunakan beragam 

metode penafsiran, antara 

lain penafsiran sistematis, 

Persamaan: 

Memiliki kajian yang sama 

terkait dengan penafsiran 

hukum yang dilakukan oleh 

Mahkamah Konstitusi. 

 

Perbedaan: 

Peneliti mengkaji putusan 

Mahkamah Konstitusi 

Nomor 132/PUU-

 
10 Nor Fadillah, “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan 

Nomor 91/PUU- XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja,” Lex Renaissance 7, no. 4 (2022): 726. 
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penafsiran doktrinal, dan 

penafsiran sosiologis. 

XXIII/2025 sedangkan 

penelitian terdahulu Putusan 

Mahkamah Konstitusi 

Nomor 91/PUUXVIII/2020. 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, menunjukkan bahwasanya 

penelitian peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan 

terletak pada kajian yang meneliti penafsiran pendapat Hakim Konstitusi. Adapun 

perbedaan terletak pada objek dari penelitian peneliti, yang mana peniliti fokus 

untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025. 

Oleh sebab itu, penelitian peneliti memiliki kebaharuan dari segi substansi 

pembahasan, sehingga penelitian ini akan menjadi penambah wawasan terbaru 

dalam kajian interpretasi hakim. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yuridis normatif yang berfokus 

pada putusan hakim atau aturan norma. 11 Penelitian ini memusatkan perhatian 

pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum yang bersifat 

mengikat, yang selanjutnya dianalisis secara komprehensif dengan 

menggunakan perspektif hukum progresif guna menilai dinamika dan 

perkembangan penerapan hukum.  

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-undangan  

Penelitian hukum normatif menempatkan peraturan perundang-

undangan sebagai instrumen utama karena objek kajiannya berfokus pada 

norma-norma hukum yang menjadi pedoman analisis. Oleh karena itu, 

peraturan perundang-undangan digunakan sebagai titik awal dalam 

proses penelitian, mengingat regulasi merupakan pusat perhatian dalam 

penelitian normatif.12  

 
11 Solikin Nur, Pengantar Penelitian Hukum (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). 
12 Nur. 
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b. Pendekatan Konseptual  

Pendekatan ini dilakukan dengan merumuskan dan mengintegrasikan 

berbagai konsep praktis yang dapat diterapkan ke dalam suatu kerangka 

pandang tertentu guna memberikan jawaban atas permasalahan hukum 

yang muncul.13 

3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang dikaji dalam penelitian normatif kali ini adalah:: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum merupakan sumber hukum utama yang akan menjadi 

parameter penerlitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain sebagai berikut:” 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konsititusi; 

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025; 

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial 

b. Bahan Hukum Sekunder 

“Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pada tingkatan 

kedua yang mendukung validitas dan argumen dari bahan hukum primer, 

diambil dari jurnal, artikel, analisis serta opini hukum atas isu a quo. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

“Bahan hukum yang akan dianalisis akan dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan.  merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Proses 

ini melibatkan pencarian dan pengkajian sumber-sumber hukum, baik yang 

bersifat utama, pendukung, maupun tambahan, termasuk juga informasi 

nonhukum yang relevan untuk menggali temuan secara konkret.14 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 
13 Bambang Teguh Handoyo, “METODE PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM” 14 (2018), 

https://doi.org/10.36356/hdm.v14i2.632. 
14 Nur, Pengantar Penelitian Hukum. 
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Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui 

beberapa tahapan, yaitu pencatatan, penyaringan, pengelompokan, dan 

penyusunan secara terstruktur. Penyusunan yang sistematis bertujuan untuk 

menghindari pertentangan antar sumber hukum yang dianalisis.15Setelah 

bahan-bahan tersebut dikelompokkan, peneliti melakukan kajian mendalam 

dengan menerapkan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-

undangan, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh serta 

merumuskan jawaban atas isu hukum terkait penafsiran hukum oleh hakim 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025. 

H. Sistematika Penulisan  

“Terdapat lima bab dalam penulisan penelitian ini,  di mana setiap bab terdiri 

atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata 

dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:” 

“BAB I PENDAHULUAN, bab ini akan menjelaskan potret awal berupa 

latar belakang masalah, rumusan yang perlu dijawab, tujuan penulisan, serta 

manfaat kepenulisan. Bab I juga merangkum sebagian kecil dari Bab kedepannya 

sebagai pondasi awal kepenulisan.  

“BAB II LANDASAN TEORITIS, bab ini akan fokus menjelaskan teori 

yang bersinggungan dan digunakan sebagai paramater  kepenulisan, yakni teori 

mengenai Teori Penafsiran Hukum dan Konsep Mahkamah Konstitusi. ” 

“BAB III HASIL PENELITIAN, bab ini akan berisi jawaban atas rumsuan 

masalah 1, tentang penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi 

dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025 terkait tenggat waktu pemutusan 

hubungan kerja.” 

“BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN, bab ini akan berisi 

analisis hasil penelitian tentang implikasi penafsiran hukum Mahkamah 

Konstitusi dalam putusan Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025.” 

“BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran.  

 
15 Nur. 

. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi 

menafsirkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) dengan mengombinasikan 

penafsiran sistematis dan teleologis. Melalui penafsiran sistematis, Pasal 82 tidak 

dibaca secara terpisah, melainkan ditempatkan dalam keseluruhan mekanisme 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya kewajiban pra-litigasi 

berupa perundingan bipartit serta mediasi atau konsiliasi sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 31 UU PPHI. Mahkamah juga 

mempertimbangkan penghapusan Pasal 171 UU Ketenagakerjaan melalui 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menjadikan Pasal 82 sebagai satu-

satunya norma pembatas waktu gugatan PHK, serta mengaitkannya secara vertikal 

dengan jaminan konstitusional atas kepastian hukum dan keadilan sebagaimana 

termuat dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. 

Sementara itu, melalui penafsiran teleologis, Mahkamah menitikberatkan tujuan 

perlindungan terhadap akses keadilan yang efektif bagi pekerja sebagai pihak yang 

secara struktural lebih lemah, dengan menilai bahwa penentuan dies a quo sejak 

diterimanya keputusan PHK berpotensi menggerus keadilan substantif karena 

tenggang waktu gugatan dalam praktiknya tereduksi oleh rangkaian kewajiban 

pra-litigasi. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menggeser titik awal 

perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan PHK dari “diterimanya keputusan 

PHK” menjadi “tidak tercapainya kesepakatan dalam mediasi atau konsiliasi” 

melalui amar putusan inkonstitusional bersyarat. Putusan ini di satu sisi 

memperkuat perlindungan konstitusional terhadap hak pekerja atas akses keadilan 

yang efektif, karena tenggang waktu satu tahun tidak lagi terkikis oleh proses pra-

litigasi. Namun di sisi lain, putusan ini menimbulkan persoalan normatif yang 

serius, antara lain potensi ketidakpastian hukum akibat tidak terstandarisasinya 
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durasi mediasi, pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari negative legislator 

menuju pembentuk norma implisit, pelemahan prinsip finalitas putusan akibat 

perubahan pemaknaan atas pasal yang sama dalam rentang waktu yang relatif 

singkat, serta terbukanya ruang sengketa prosedural baru dan insentif negatif bagi 

pengusaha untuk bersikap tidak kooperatif dalam proses mediasi. 

B. Saran 

1. Bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, penelitian ini diharapkan 

memperkaya kajian teoritis tentang penafsiran hukum, khususnya dalam 

menguji kembali pemikiran Sudikno Mertokusumo yang menempatkan 

penafsiran sebagai jembatan antara norma abstrak dan kebutuhan masyarakat 

yang konkret. Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025 menunjukkan bahwa 

jembatan tersebut dapat bergeser menjadi penciptaan makna baru yang tidak 

terkandung dalam teks, sehingga penelitian ini diharapkan menjadi pijakan 

bagi kajian lanjutan mengenai batas antara menafsirkan norma dan 

membentuk norma dalam praktik pengujian konstitusional. 

2. Bagi Mahkamah Konstitusi, dalam menguji norma prosedural yang 

rumusannya secara linguistik sudah tegas seperti Pasal 82 UU PPHI, 

Mahkamah seyogyanya lebih mendisiplinkan diri pada prinsip in claris non 

fit interpretatio dan menarik batas yang lebih cermat antara penafsiran norma 

dan rekonstruksi norma. Putusan yang melakukan pergeseran substantif atas 

elemen yang tidak tersurat dalam teks undang-undang perlu disertai 

argumentasi metodologis yang lebih eksplisit, agar Mahkamah tidak terkesan 

mengambil alih fungsi pembentukan norma yang menjadi kewenangan 

eksklusif lembaga legislatif. 

3. Bagi DPR dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang, perlu segera 

dilakukan revisi UU PPHI secara komprehensif melalui jalur legislasi yang 

demokratis guna mengakomodasi persoalan implementasi yang 

melatarbelakangi lahirnya putusan ini. Revisi tersebut setidaknya mencakup 

pengaturan tegas mengenai durasi maksimal proses bipartit dan mediasi, 

mekanisme tolling atau penghentian sementara perhitungan tenggang waktu 
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selama pra-litigasi berlangsung, serta akibat hukum yang pasti ketika 

pengusaha tidak hadir atau tidak kooperatif dalam mediasi yang diwajibkan 

undang-undang. 

4. Bagi peneliti hukum dan akademisi, kajian terhadap Putusan Nomor 

132/PUU-XXIII/2025 perlu terus dikembangkan, khususnya dari perspektif 

komparatif dengan praktik pengujian konstitusional di negara lain yang 

menghadapi persoalan serupa mengenai batas antara fungsi negative legislator 

dan pembentukan norma oleh mahkamah konstitusi. Studi empiris mengenai 

dampak aktual pergeseran dies a quo terhadap pola pengajuan gugatan PHK 

di Pengadilan Hubungan Industrial juga sangat diperlukan sebagai basis data 

yang solid bagi evaluasi kebijakan dan kemungkinan revisi legislasi ke depan. 
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